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ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di
Kabupaten Lampung Timur dalam komunikasi sudah dijalin sangat baik antara
pemerintah pusat dengan instansi lainnya, sumber daya manusia yang ada
bersikap jujur berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih
ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam
pengembangan pariwisata dan tidak terdapat masalah anggaran. Seluruh pegawai
baik Dinas Pariwata Kabupaten Lampung Timur, balai Taman Nasional Way
Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis,
dan dalam pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas
tidak memiliki SOP mengenai kerja sama. Factor pendukung yang dihadapi
adalah koordinasi yang baik antar intansi, adanya zona pemanfaatan yang dapat
dimanfaat untuk pengembangan wisata, dan komitmen pegawai dalam
mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, faktor
penghambat yang di hadapi antara lain kurangnya kualitas sumber daya atau
pegawai, kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta, dan kurangnya
anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada.
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ABSTRACT

Implementation of the Way Kambas National Park development policy in East
Lampung Regency in communication has been very well established between the
central government and other agencies, the existing human resources are honest,
committed and still synergize in their work, but there are still human resources
who have less knowledge in tourism development and there are no budget
problems. All employees of the Pariwata Office of East Lampung Regency, Way
Kambas National Park hall, and related agencies have been honest, committed,
and democratic, and in developing the Way Kambas National Park tourism area
there is no SOP regarding cooperation. The supporting factors Regency are good
coordination between agencies, the existence of a utilization zone that can be
utilized for tourism development, and employee commitment in developing Way
Kambas National Park attractions. Meanwhile, the inhibiting factors faced in the
development of Way Kambas National Park in East Lampung Regency include the
lack of quality resources or employees, lack of assistance from third parties or
private partners, and lack of budget to maintain and maintain existing facilities.
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A. Pendahuluan

Berdasarkan prasurvey yang
dilakukan dalam pelaksanaan
pengembangan Taman Nasional Way
Kambas, khususnya di  Pusat
Konservasi Gajah (PKG) masih
belum optimal. Seperti pada saat
memasuki liburan, Taman Nasional
Way Kambas tersebut dipenuhi oleh
kendaraan bermotor dan parkir yang
belum teratur. Penjagaan yang belum
maksimal di lokasi tersebut terutama
saat malam hari sehingga banyak
dimanfaatkan untuk kegiatan yang
kurang baik terutama yang dilakukan
anak remaja. Selain itu, infrastruktur
yang belum  berjalan  dengan
maksimal dan masih adanya jalan
yang lubang sehingga membuat
pengunjung merasa kurang nyaman
dalam melakukan kegiatan pariwisata
tersebut. Selain pengelolaan
infrastruktur terutama parkir juga
terdapat adanya pembangunan sarana
pendukung di Taman Nasional Way
Kambas yang masih sangat minim.
Sehingga apabila wisata tersebut tidak
dikembangkan dan dikelola dengan
baik maka dapat mengakibatkan
suasana  wisata  tersebut  sepi
pengunjung. Selain itu, hal tersebut
juga dipengaruhi oleh kurangnya
anggaran dari Pemerintah dalam
pengembangan Taman Nasional Way
Kambas karena membutuhkan
anggaran  yang  besar  untuk
mengembangan  wisata ~ Taman
Nasional Way Kambas.

Padahal kebijakan
pengembangan kawasan pariwisata
telah diatur dalam Pasal 60 ayat 3
Peraturan Daerah Lampung Timur No
4 Tahun 2012 yang berbunyi untuk
mewujudkan suatu kawasan
pariwisata maka harus dilakukan
diverisifikasi atau pengembangan

objek-objek wisata. Selain itu, dalam
Pasal 52 huruf c Peraturan Daerah
Lampung Timur No 4 Tahun 2012
juga menyatakan bahwa tema utama
kawasan Wisata Unggulan Taman
Nasional Way Kambas adalah wisata
alam minat khusus yang mutlak harus
dijaga kelestariannya. Jelas bahwa
wisata Taman Nasional Way Kambas
harus dijaga dan dilestarikan atau
dikelola dengan baik. Dalam hal ini
maka pemerintah dan swasta sangat
berperan dalam  mengembangkan
objek wisata tersebut.

Peran pemerintah  sebagali
salah satu tindakan dan kebijakan
yang dilaksanakan oleh pemerintah
dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajibannya.
Sehingga tindakan maupun kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah
dalam menjalankan tugas, wewenang,

dan kewajibannya dalam
menyelenggarakan  ketertiban  dan
ketenteraman masyarakat di

daerahnya sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai pelindung dan
pelayan masyarakat. Pengelolaan
pariwisata ~ mempunyai sumber
penggerak terkait dengan peningkatan
kunjungan wisatawan. Akan tetapi
pengembangan  pariwisata  dapat
membangun semangat kebangsaan
dan apresiasi terhadap kekayaan seni
budaya bangsa. Pemerintah memiliki
peran dalam membuat regulasi
maupun kebijakan, karena dengan
adanya kebijakan tersebut dalam
perencanaan jangka panjang
diperlukan oleh pemerintah (Kuwena
& Widyatmaja, 2017). Tentunya
Sumber Daya Manusia (SDM)
menjadi salah satu faktor pendukung
pemerintah dalam mengembangkan
Taman Nasional Way Kambas.
Dalam mendukung pengembangan



Taman Nasional Way Kambas
pemerintah  telah  menyediakan
berbagai macam fasilitas.

Dalam merencanakan
pengembangan objek wisata tersebut
harus juga dapat mengintegrasikan
pengembangan objek wisata tersebut
dalam program-program yang telah
ditetapkan serta rencana tersebut
harus mempu memberikan perubahan
yang lebih baik dalam proses
pengembangan pariwisata supaya
dapat tercapainya suatu tujuan objek
pariwisata yang mempunyai daya
tarik dan daya jual baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.
Mengacu pada uraian di atas, penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut
mengenai implementasi  kebijakan
dalam pengelolaan Taman Nasioan
Way Kambas dengan  Judul:
“Implementasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Timur Dalam
Pengembangan Objek Wisata Di
Taman Nasional Way Kambas”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi
kebijakan pengembangan
Taman Nasional Way Kambas
di  Kabupaten  Lampung
Timur?

2. Apa faktor pendorong dan
penghambat  pengembangan
objek wisata Taman Nasional
Way Kambas di Kabupaten
Lampung Timur?

C. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Winarno (2012) berpendapat
bahwa implementasi kebijakan adalah
apa yang terjadi setelah undang-
undang ditetapkan yang memberikan
otoritas program, kebijakan,

keuntungan (benefit), atau suatu jenis
keluaran yang nyata (tangible output).
Istilah implementasi menunjuk pada
sejumlah kegiatan yang mengikuti
pernyataan maksud tentang tujuan-
tujuan program dan hasil-hasil yang
diinginkan  oleh  para  pejabat
pemerintah. Implementasi mencakup
tindakan-tindakan (tanpa tindakan-
tindakan) oleh berbagai aktor,
khususnya para birokrat, yang
dimaksudkan untuk membuat
program berjalan.

Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat dimaknai  bahwa
implementasi kebijakan publik adalah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan
antar stakeholder yaitu pemerintah,
swasta dan  masyarakat  yang
merupakan realisasi dari  suatu
kebijakan publik untuk menghasilkan
suatu hasil, dampak dan manfaat bagi
masyarakat yang telah ditetapkan
sebelumnya. Implementasi Kebijakan
menurut George C Edward 11l dalam
Widodo, (2010) implementasi
kebijakan di bedakan menjadi 4
variabel yaitu:

1) Komunikasi
Ada tiga indikator yang dapat
kita pakai dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi
yaitu: Transmisi, dimana cara
penyaluran komunikasi yang baik
akan menghasilkan suatu
implementasi yang baik. Yang
kedua vyaitu kejelasan dimana
dalam indikator ini komunikasi
yang diterima oleh pelaksana
kebijakan harus jelas dan tidak
membingungkan. Yang terakhir
yakni konsistensi dimana
perintah yang diberikan dalam
melaksanakan suatu komunikasi
harus konsisten dan jelas untuk
dijalankan.



2) Sumber Daya
Meskipun suatu kebijakan telah
dikomunikasikan dengan jelas
dan konsisten, tetapi apabila
dalam  pengimplementasiannya
kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan dan mejalankan,
maka implementasi tidak akan
berjalan dengan efektif. Dalam
sumber daya terbagi dari
beberapa sumber daya seperti
sumber daya manusia dan sumber
daya finansial.

3) Disposisi
Disposisi yaitu menunjuk
karakteristik yang erat hubungan
nya dengan implementor
kebijakan. Karaktrer yang sangat
penting dimiliki oleh seorang
implementor adalah kejujuran,
komitmen dan demokratis.

4) Struktur Organisasi
Salah satu dari aspek struktur
yang penting dari  setiap
organisasi adalah adanya
prosedur  operasi  (standard
operating procedures atau SOP).

SOP menjadi pedoman bagi
setiap implementor dalam
bertindak.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif deskriptif yang
bersumber  data-data.  Penelitian
kualitatif ~ deskriptif ~ merupakan
prosedur penelitian untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian secara holistis
dengan cara mendeskripsikan dalam
bentuk kata-kata pada suatu konteks
khusus yang alamiah (Moeloeng,
2007) Teknik pengumpulan data
penelitian ini dilaksanakan dengan
beberapa cara seperti observasi,

wawancara dan dokumentasi. Analisis
data dalam penelitian ada beberapa
tahap seperti reduksi data, penyajian
data, dan kesimpulan.

E. Pembahasan

Pengembangan wisata tersebut
dilakukan untuk menjaga Taman
Nasional Way Kambas serta
membantu masyarakat sekitar desa.
Keberadaan taman nasional way
kambas yang sering dikunjungi oleh
para wisatawan membuka peluang
kepada masyarakat sekitar untuk
memperoleh  penghasilan.  Sebagai
contoh yang ada sampai saat ini yaitu
adanya warung-warung kecil yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar untuk berjualan baik itu
makanan, minuman, pakaian,
aksesoris dan lain sebagainya. Selain
dari berjualan ada juga yang
menyediakan jasa foto langsung jadi,
hal ini yang sering mendapat
permintaan dari pengunjung berfoto
dengan gajah, berfoto naik gajah, dan
lain-lainnya. Dalam penjelasan Pasal
64 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah
Lampung Timur Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011 - 2031 menjelaskan
bahwa perwujudan kawasan suaka
alam, pelestarian alam dan cagar
budaya berupa kawasan suaka marga
satwa dengan melakukan pengelolaan
kawasan penyangga di sekitar Taman
Nasional Way Kambas melalui
pengembangan budidaya tanaman
keras. Selain itu, dalam Pasal 75 juga
menjelaskan  bahwa  perwujudan
kawasan strategis nasional berupa
kawasan strategis sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup  vyaitu penetapan Taman



Nasional Way Kambas dan
sekitarnya.

Berdasarrkan pasal di atas
jelas bahwa pengembangan atau
pengelolaan wisata Taman Nasional
Way Kambas tetap harus menjaga
kelestarian alam dan cagar budaya
Taman Nasional Way Kambas.
Namun, pengembangan wisata yang
tidak sesuai dengan  kebijakan
tersebut dikarenakan pengembangan
wisata yang mana dilakukan dengan
pembangunan sarana dan prasarana
secara terus meneurus akan dapat
membuat hilangnya habitat satwa
tersebut secara terus  menerus.
Kurangnya minat pengembangan
taman nasional ini menjadi suatu yang
dapat dibanggakan sebagai tempat
pengembangan pariwisata dan tujuan
wisata selain pusat latihan Gajah di

kawasan tanam Nasional Way
Kambas.
Membahas mengenai

implementasi menurut Daniel A.
Mazmanian dsan Paul A. Sabatier
menjelaskan bahwa makna
implementasi  yakni,  pelaksanaa
keputusan kebijakan dasar biasanya
dalam bentuk undangundang, tetapi
bisa juga dalam bentuk suatu perintah
atau keputusankeputusan  yang
sumbernya dari  eksekutif atau
keputusan lembaga peradilan.
Biasanya, keputusan tersebut
menjelaskan tentang suatu masalah
yang ingin di atasi, menjelaskan
secara jelas tujuan dan sasaran yang
akan dicapai, dan berbagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur
bagaimana proses untuk
mengimplementasikan kebijakan

tersebut. Sedangkan Menurut Ripley
dan Frankin menyebutkan bahwa
implementasi adalah apa yang terjadi

setelah undang-undang ditetapkan
keluaran yang nyata.

Dengan pengertian-pengertian
diatas yang dimaksud dengan
implementasi adalah adalah suatu
kegiatan yang sudah terencana yang
dilakukan oleh  berbagai aktor

pelaksana kebijakan dengan
dilengkapi oleh sarana prasarana yang
mendukung  berdasarkan  aturan-

aturan yang sudah ditetapkan untuk

mencapai tujuan yang telah di
tetapkan. Dalam membahas
implementasi kebijakan

pengembangan Taman Nasional Way
Kambas di Kabupaten Lampung
Timur mengacu pada teori George C
Edward Il dengan menganalisis
implementasi kebijakan dengan 4
variabel yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Menurut George C
Edward 111 dalam Widodo (2010)
komunikasi menurutnya sangat
menentukan keberhasilan atas
pencapaian tujuan dari sebuah
implementasi dan menurutnya
implementasi yang efektif adalah
apabila para pembuat keputusan
sudah mengetahui apa yang akan
mereka implementasikan. Hasil
penelitian menemukan bahwa
komunikasi dijalin sangat baik
antara pemerintah pusat dengan
instansi lainnya dalam hal ini
baik dari Balai Taman Nasional
Way Kambas dan  Dinas
Pariwisata menghasilkan hasil
kerja sama yang baik. Kerja
sama antara way kambas dan
Dinas Pariwisata dalam rangka
pengembangan kawasan
pariwisata dan guna menunjang
kenyamanan serta ketertarikan
wisatawan yang datang maka



pihak Way Kambas dan Dinas
Pariwisata Saling berkoordinasi
dalam hal seperti melakukan
penyusunan set plan tindak
pengembangan kawasan
ekowisata dan sekitarnya yang
didalamnya termasuk batasan
wilayah dan zona kawasan
pemanfaatan kegiatan pariwisata
di Way Kambas, penyediaan
sarana informasi menuju Taman
Nasional Way Kambas dan
sekitarnya, menyediakan bantuan
medis untuk para wisatawan dan
aparat penjaga pos penjagaan di
dalam kawasan Taman Nasional
Way Kambas.

Berdasarkan lampiran
Peraturan  Daerah  Lampung
Timur Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2011 - 2031
menjelaskan ~ bahwa  dalam
pengelolaan Taman Nasional
Way Kambas sebagai kawasan
pelestarian alam dengan sistem
zonasi yang dimanfaatkan untuk
tujuan  pengembangan  ilmu
pengetahuan, pendidikan,
pariwisata dan rekreasi instansi
yang berperan penting dalam hal
ini adalah Kementrian
Kebudayan dan  Pariwisata,
Kementrian ~ Kehutanan, dan
Bappeda (Badan Perencanaan
dan  Pembangunan  Daerah)
Kabupaten. Sedangkan, instansi
yang mendukung dalam
pelaksanaan pengelolaan wisata
tersebut adalah Balai Taman
Nasional Way Kambas, Dinas
Pariwata Kabupaten Lampung
Timur, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat.

Tanggungjawab
pengelolaan  wisata ~ Taman
Nasional Way Kambas adalah
Kementerian Kehutanan. Hal ini
sesuai dengan penjelasan yang
ada di lampiran Peraturan Daerah
Lampung Timur Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata
Ruang  Wilayah  Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2011 —
2031.

Arahan dan sosialisasi
tentang kerja sama antara Taman
Nasional Way Kambas yang
berada langsung dalam naungan
kementerian lingkungan hidup
dan kehutanan dengan Dinas
Pariwisata mengenai
pengembangan kawasan wisata
telah  dikomunikasi  kepada
seluruh pegawai yang ada di way
kambas dengan baik. Semua
pegawai yang bertugas juga telah
melaksanakan kerjasama tersebut
dengan baik,akan tetapi
dikarenakan memang ada
peraturan yang telah di buat dan
disepakati oleh pengelola way

kambas mengenai zona
pemanfaatan  untuk kawasan
pariwisata membuat

pengembangan wisata yang ada
di way kambas hanya Dbisa
dilakukan didaerah atau di zona
yang memang sudah ditentukan.
sehingga tidak dapat untuk
menambah atau membuat
pengembangan kawasan wisata
diluar zona yang sudah
ditentukan. Dikarenakan taman
nasional way kambas sendiri
bukan di khususkan untuk tempat
wisata melainkan lebih ke pusat
konservasi dan suaka alam
seperti yang telah dijelaskan
dalam Peraturan Daerah



Kabupaten  Lampung  Timur
Nomor 04 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten  Lampung  Timur
Tahun 2011 - 2031 bahwa
pengelolaan Taman Nasional
Way Kambas diupayakan untuk
tidak tetap menjaga kawasan
suaka alam, pelestarian alam dan
cagar budaya sekitar maka dalam
hal ini instansi utama ataupun
instansi pendukung  dalam
pengelolaan wisata telah
melakukan komunukasi dengan
baik. Pasal 78 ayat (2) juga
menjelaskan ~ bahwa  arahan
pengedalian pemanfaatan ruang
pada objek wisata dilakukan
melalui ketentuan umum
peraturan  zonasi,  ketentuan
perizinan, ketentuan insentif dan
disentif, serta ketentuan sanksi.
Hal ini  komunikasi  harus
dikoordinakasikan dengan baik
olen Kementerian Kehutanan
dikarenakan Kementerian
Kehutananlah yang lebih
mengetahui secara persis zona
pemanfaatan ruang yang boleh
atau tidak dilakukan
pembangunan sarana agar tetap
menjaga  kelestarian ~ Taman
Nasional Way Kambas.
Sumber daya

George C Edward 1l
dalam Widodo (2010)
menyatakan bahwa sumberdaya
sangat penting dalam
implementasi kebijakan, dimana
meskipun isi kebijakan telah
dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila
implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan,
maka implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber
daya manusia, misalnya
kompetensi  implementor dan
sumber daya finansial.

Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya
berdasarkan lampiran Peraturan
Daerah Lampung Timur Nomor 4
Tahun 2012 dalam pengelolaan
Taman Nasional Way Kambas
instansi yang berperan penting
dalam hal ini adalah Kementrian
Kebudayan dan  Pariwisata,
Kementrian  Kehutanan, dan
Bappeda (Badan Perencanaan
dan  Pembangunan  Daerah)
Kabupaten. Sedangkan, instansi
yang mendukung dalam
pelaksanaan pengelolaan wisata
tersebut adalah Balai Taman
Nasional Way Kambas, Dinas
Pariwata Kabupaten Lampung
Timur, dan Lembaga Swadaya
Masyarakat. Pihak Dinas
Pariwisata  Lampung  Timur
mengatakan bahwa:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia
merupakan salah satu
variabel yang mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalan
implementasi. Implementasi
sangat tergantung kepada
sumber  daya manusia
(aparatur), dengan demikian
sumber daya manusia dalam
implementasi  kebijakan di
samping memiliki keahlian
dan  kemampuan  untuk
melaksanakan tugas, anjuran
dan perintah dari atasan
(pimpinan). Oleh karena itu,
sumber daya manusia harus
ada ketepatan dan kelayakan
antara jumlah staf yang
dibutuhkan dan keahlian



yang dimiliki sesuai dengan
tugas pekerjaan yang di
tanganinya. (Widodo, 2010)
Terkait dengan implementasi
kebijakan pengembangan
Taman Nasional ~ Way
Kambas di  Kabupaten
Lampung Timur sumber
daya manusia yang ada
bersikap jujurm
berkomitmen dan masih
bersinergi dalam bekerja
namun masih ditemukan
sumber daya manusia yang
memiliki kurang
pengetahuan dalam
pengembangan  pariwisata
tetapi hal tersebut sudha
diatasi yaitu dengan adanya
program latihan dan bintek
(bimbingan teknis) mengenai
pengembangan  pariwisata
dan pemasaran.
Pengembangan

Taman Nasional Way
Kambas sumber daya
manusia masih dirasa kurang
dalam promosi dan menarik
pihak swasta untuk bekerja
sama  untuk  melakukan
pengembangan wisata.
Namun, sumber daya
manusia yang ada di Taman
Nasional Way Kambas pun
sudah cukup memadai dan
berkompeten untuk
menjalankan kerja sama dan
berkoordinasi dengan Dinas
Pariwisata, hal ini
dikarenakan Kementerian
Perhutanan  dan  Dinas
Pariwisata Provinsi
Lampung sudah membuat
program  pelatihan  dan
bimbingan  teknis  untuk
meningkatkan pengetahuan

dan wawasan sumber daya
manusia Khususnya
mengenai peraturan terkait
dengan pengembangan objek
Wisata Taman Nasional Way
Kambas  karena  dalam
pengelolaan wisata TNWK
berbeda dengan objek wisata
lainnya. Hal ini seperti yang
telah diungkapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 04
Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2011
— 2031. Hanya saja seperti
yang dijelaskan sebelumnya
ada beberapa kendala yang
memang di luar dari sumber
daya manusia seperti pada
promosi dan pemasaran hasil
dari pelatihan masyarakat.
Promosi lebih diutamakan
dalam pengembangan wisata
Way Kambas karena jika
pengembangan dilakukan
dengan melakukan
pengembangan terus-
menerus  akan  merusak
ekosistem atau ciri khas dari
Taman Nasional ~ Way
Kambas.
Sumber daya finansial
Menurut George C
Edward Il dalam Widodo
(2010) sumber daya
anggaran merupakan sumber
daya yang mempengaruhi
implementasi setelah adanya
sumber daya  menusia,
terbatasnya anggaran yang
tersedia menyebabkan
kualitas pelayanan terhadap
publik yang harus diberikan
kepada masyarakat juga



terbatas. Terbatasnya
anggaran menyebabkan
disposisi para pelaku rendah
bahkan akan terjadi goal
displacement yang dilakukan
oleh pelaku terhadap
pencapaian  tujuan  dan
sasaran yang telah
ditetapkan. Dalam anggaran
Dinas Pariwisata Lampung
Timur merasa sudah baik
karena Dinas Kabupaten atau
Provinsi masih bersinergi
dengan taman nasional way
kambas tentang masalah
pembangunan fisik, jadi jika
terdapat masalah anggaran
itu Dinas Pariwisata Provinsi
Lampung berkoordinasi
dengan Balai Taman
Nasional Way  Kambas
dengan melakukan rapat
koordinasi.
sumber daya baik
manusia ataupun finansial yang
ada di Way Kambas masih dirasa
kurang  dalam  pelaksanaan
kebijakan pengembangan wisata
khusunya pada Peraturan Daerah
Kabupaten  Lampung  Timur
Nomor 04 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten  Lampung  Timur
Tahun 2011 — 2031 dikarenakan
sumber daya manusia baik dari
Dinas Pariwisata ataupun Balai
Taman Nasional Way Kambas
hanya mengacu pada
pembangunan sarana dan
prasarana saja padahal hal itu
melanggar kebijakan yang ada
sehingga dalam hal ini mereka
hanya membutuhkan SDM yang
lebih  menguasai  menganai
promosi untuk memberitahukan
kepada  masyarakat tentang

Wisata TNWK dan tertarik untuk
datang mengunjunginya.
Disposisi

Disposisi, adalah watak
dan karakteristik yang dimiliki
oleh  implementor.  Apabila
implementor memiliki disposisi
yang baik, maka implementor
tersebut  dapat  menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa
yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. George C Edward Il
dalam Widodo (2010)
menyatakan bahwa sikap dari
pelaksana kadangkala
menyebabkan masalah apabila
sikap atau cara pandangnya
berbeda dengan pembuat
kebijakan. Oleh karena itu, untuk

mengantisipasi dapat
mempertimbangkan atau
memperhatikan aspek

penempatan pegawai (pelaksana)
dan insentif. Hasil penelitian
menemukan bahwa  secara
koordinasi Dinas  Pariwata
Kabupaten  Lampung  Timur
sebenarnya tidak secara langsung
melakukan pengembangan di
Taman Nasional Way Kambas
karena Kementerian
Perhutananlah yang
bertanggungjawab  atas  itu.
Namun, pihak Dinas Pariwata
Kabupaten  Lampung  Timur
selalu berkoordinasi dan
melakukan penyingkronan dalam
pengembangan wisata Taman
Nasional Way Kambas. Seluruh
pegawai baik Dinas Pariwata
Kabupaten Lampung Timur,
balai Taman Nasional Way
Kambas, dan instansi terkait
sudah bersikap jujur,
berkomitmen, dan demokratis
dalam pelaksanaan kebijakan



pengembangan Taman Nasional
Way Kambas.
Struktur Birokrasi

Menurut George C
Edward 111 dalam Widodo (2010)
struktur  birokrasi  merupakan
suatu badan yang paling sering
terlibat dalam  implementasi
kebijakan secara keseluruhan.
Struktur Organisasi yang
bertugas melaksanakan kebijakan
memiliki pengaruh besar
terhadap pelaksanaan kebijakan.
Dalam struktur birokrasi terdapat
dua hal penting yang
mempengaruhinya salah satunya
yaitu aspek struktur birokrasi
yang penting dari  setiap
organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures
atau SOP). SOP ini merupakan
pedoman bagi pelaksana
kebijakan dalam bertindak atau
menjalankan tugasnya. Hasil
penelitian  menemukan bahwa
dalam pengembangan kawasan
pariwisata Taman Nasional Way
Kambas tidak memiliki SOP
mengenai kerja sama antara
Taman Nasional Way Kambas
dan Dinas Pariwisata,
dikarenakan memang kerja sama
tersebut  tidak ada dalam
perjanjian tertulis serta
mengingat bahwa Taman
Nasional Way Kambas bukan di
khususkan untuk tempat
pariwisata Way Kambas hanya
membuat zona pemanfaatan yang
dapat digunakan para wisatawan
yang ingin berpariwisata di Way
Kambas, Taman Nasional Way
Kambas lebih menekan kan pada
fungsi nya yakni kawasan
pelestarian alam dan suaka

margasatwa sehingga Taman
Nasional Way Kambas hanya
mebuat SOP yang berkaitan

dengan Undang-Undang
kehutanan.
Adapun faktor-faktor

pendukung dan penghambat yang di
hadapi dalam pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di Kabupaten
Lampung Timur adalah sebagali
berikut:
1. Faktor pendukung
Hasil penelitian
menemukan bahwa faktor-faktor
pendukung yang di hadapi dalam
pengembangan Taman Nasional

Way Kambas di Kabupaten

Lampung Timur antara lain:

a. Koordinasi yang baik antar
intansi

Koordinasi dilakukan
dengan baik antar intansi,
dimana komunikasi dijalanin
dengan intensitas yang baik
antar instansi yaitu Dinas
Kepariwisata, Balai Taman
Nasional Way Kambas,
Kementerian Perhutan,
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat dan  intansi
lainnya  selalu  menjalin
komunikasi yang baik dan
selalu mengadakan rapat
koordinasi ketika
menyelesaikan masalah.

b. Adanya zona pemanfaatan
yang dapat dimanfaat untuk
pengembangan wisata

Zona  pemanfaatan
yang dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan wisata
telah membuat  aturan
tentang pembuatan  zona
pemanfaatan yang mana
zona pemanfaatan tersebut
digunakan untuk pengunjung



yang ingin berwisata ke
Taman Nasional ~ Way
Kambas. Taman Nasional
Way kambas adalah salah
satu dari dua Taman
Nasional yang ada di
Lampung.
Komitmen pegawai dalam
mengembangkan objek
wisata Taman Nasional Way
Kambas

Pegawai dari instansi
terkait baik dari Dinas
Kepariwisata, Balai Taman
Nasional Way Kambas,
Kementerian Perhutan,
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat dan  intansi
lainnya memiliki komitmen
dalam mengembangkan
objek wisata Taman
Nasional Way  Kambas
dimana pegawai bekerja
dengan sebaik-baiknya untuk

mengembangkan objek
wisata Taman Nasional Way
Kambas  menjadi  lebih

nyaman untuk dikunjungi.

Faktor penghambat

Hasil penelitian

menemukan bahwa faktor-faktor
penghambat yang di hadapi
dalam pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di
Kabupaten  Lampung  Timur
antara lain:

a.

Kurangnya kualitas sumber
daya atau pegawai

Kualitas sumber daya
atau pegawai dalam
pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di
Kabupaten Lampung Timur
dirasa kurang berupa
mempromosikan wisata Way
Kambas. Pegawai kurang

menguasai media social yang
berkembang sekarang
padahal media social
merupakan media paling
penting dalam meningkatkan
pengunjung di zaman
sekarang ini.
Kurangnya bantuan dari
pihak Kketiga atau mitra
swasta

Pihak ketiga dalam
pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di
Kabupaten Lampung Timur
penting untuk peningkatan
ekonomi  masyarakat  di
sekitar Taman Nasional Way
Kambas. Namun, dalam
pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di
Kabupaten Lampung Timur
bantuan dari pihak ketiga
atau mitra swasta masih
kurang sejauh ini hanya satu
perusahaan  swasta yang
bekerja sama dengan Balai
Taman Nasional Way
Kambas vyaitu PT Gajah
Makmur Bersama. Pihak
swasta sebagai pihak bisnis
mepunyai peran penting
dalam pengelolaan
pengembangan objek wisata.
Kurangnya anggaran untuk
merawat dan memelihara
fasilitas yang ada

Sarana dan prasarana
tidak dirawat dengan baik,
hal ini dikarenakan
kurangnya anggaran inilah
Kondisi ~ anngaran  dari
pemerintahan pusat masih
terbatas, membuat balai
Taman Nasional ~ Way
Kambas harus mencari mitra
swasta untuk bekerjasama



dalam mengembangkan
objek wisata dengan baik.
Namun, sejauh ini masih satu

sector swasta yang
bekerjasama dalam
pengembangan wisata
Taman Nasional ~ Way

Kambas, itupun masih dalam
tahap  perjanjian  belum
pelaksanaan karena adanya
pandemi Covid-19
pengembangan belum dapat
dilaksanakan.

F. Penutup

Implementasi kebijakan
pengembangan Taman Nasional Way
Kambas di Kabupaten Lampung
Timur sudah baik. Hal ini dapat
dilihat pada factor implementasi
kebijakan teori George C Edward Il
dengan menganalisis implementasi
kebijakan dengan 4 variabel vyaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur  birokrasi. Berikut
penjelasannya 1) komunikasi yang
dijalin sudah baik antara pemerintah
pusat dengan instansi lainnya dalam
hal ini baik dari Balai Taman
Nasional Way Kambas dan Dinas
Pariwisata menghasilkan hasil kerja
sama yang baik. 2) sumber daya
manusia yang ada bersikap jujur
berkomitmen dan masih bersinergi
dalam  bekerja  namun  masih
ditemukan sumber daya manusia yang
memiliki kurang pengetahuan dalam
pengembangan pariwisata dan
anggaran Dinas Pariwisata Lampung
Timur merasa sudah baik karena
Dinas Kabupaten atau Provinsi masih
bersinergi dengan taman nasional way
kambas tentang masalah
pembangunan fisik, jadi jika terdapat
masalah anggaran. 3) seluruh pegawai
baik Dinas Pariwata Kabupaten

Lampung Timur, balai Taman
Nasional Way Kambas, dan instansi
terkait  sudah  bersikap  jujur,
berkomitmen, dan demokratis dalam
pelaksanaan kebijakan pengembangan
Taman Nasional Way Kambas.
Masalah yang berkaitan dengan
kepentingan-kepentingan masyarakat
yang ada di sekitar kawasan
pariwisata Taman Nasional Way
Kambas para pegawai dan dinas
pariwisata telah bekerja sama dengan
baik, dengan cara selalu memantau
apa saja yang menjadi kebutuhan dan
peluang usaha yang ada di sekitar
tempat wisata yang ada di Taman
Nasional Way Kambas. 4)
pengembangan kawasan pariwisata
Taman Nasional Way Kambas tidak
memiliki SOP mengenai kerja sama
antara Taman Nasional Way Kambas
dan Dinas Pariwisata, dikarenakan
memang kerja sama tersebut tidak ada
dalam  perjanjian tertulis serta
mengingat bahwa Taman Nasional
Way Kambas bukan di khususkan
untuk tempat pariwisata Way Kambas
hanya membuat zona pemanfaatan
yang dapat digunakan para wisatawan
yang ingin berpariwisata di Way
Kambas.

Faktor pendukung yang di
hadapi dalam pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di Kabupaten
Lampung Timur adalah koordinasi
yang baik antar intansi, adanya zona
pemanfaatan yang dapat dimanfaat
untuk pengembangan wisata, dan
komitmen pegawai dalam
mengembangkan objek wisata Taman
Nasional Way Kambas. Sedangkan,
faktor penghambat yang di hadapi

dalam pengembangan Taman
Nasional Way Kambas di Kabupaten
Lampung  Timur antara lain

kurangnya kualitas sumber daya atau

76



pegawai,

kurangnya bantuan dari

pihak ketiga atau mitra swasta, dan
kurangnya anggaran untuk merawat
dan memelihara fasilitas yang ada.
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